
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan 

diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram 

dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota 

Mataram tahun 2020 yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dan juga 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilaksanakan yaitu 

dengan melakukan penjajaran pengawasan mulai dari Pengawas Kecamatan, 

Pengawas Kelurahan bahwa disaat pemilihan berlangsung dibentuk 

Pengawas TPS. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan 

melakukan sosialisasi dan juga pembentukan kampung pengawasan anti 

politik uang ditempat yang dianggap rawan terjadinya praktik politik uang. 

Bawaslu Kota Mataram juga memanfaatkan media sosial sebagai bentuk 

pengawasan tidak langsung dengan tujuan salah-satunya untuk 

mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan adanya 

dugaan praktik  politik uang.  

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan terhadap 

politik uang salah satunya yaitu faktor Masyarakat, dimana masih kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai pengawasan dan juga sifat acuh tak acuh 

dalam mengawasi berjalannya pemilihan, masyarakat juga cenderung enggan 

melaporkan apabila mendapati adanya dugaan praktik politik uang. Adapun 



 

 

masyarakat yang melaporkan namun terlambat dalam memberikan laporan 

sehingga sudah tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Faktor penghambat 

lainnya yaitu penyebaran Covid-19 yang mebuat Bawaslu juga harus 

mengawasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama proses 

pemilihan, hal tersebut menjadi penghambat Bawaslu dalam melakukan 

pengawasan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran diantaranya yakni : 

1. Bawaslu Kota mataram harus lebih genjar dalam melakukan pengawasan 

dan juga msosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan juga 

dampak politik uang pada pemilihan serta menghimbau masyarakat agar 

jangan sekali-kali menerima politik uang. 

2. Diharapkan Bawaslu agar kiranya menambah jumlah pengawas agar bisa 

memaksimalkan pengawasan sehingga Bawaslu selalu sigap dalam 

menindaklanjuti temuan maupun laporan terkait politik uang. 
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